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Abstrak
 

Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler harus sesuai dengan prosedur yang diatur

dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(UUPT). Dalam pembuatan akta notaris yang isinya dimaksudkan untuk menuangkan hasil keputusan

sirkuler tersebut seharusnya berdasarkan keputusan sirkuler yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang

sebenarnya. Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan sirkuler yang

isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau secara aktif turut serta membantu pembuatan

keputusan sirkuler tersebut yang mengandung kepalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang

terjadi terhadap Notaris IWDW dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps

juncto Mahkamah Agung nomor 1134 K/Pid/2022. Tesis ini menganalisis implikasi hukum keputusan

sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas dan menganalisis tanggung jawab

Notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan

terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan bentuk penelitian deskriptif analitis

menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan implikasi hukum keputusan sirkuler

yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas yaitu keputusan sirkuler mengenai perubahan

data perseroan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang

cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena

berperan aktif turut serta dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

......Circular decisions of shareholders must be in accordance with the procedures stipulated in the company's

Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In

making a notarial deed whose contents are intended to express the results of the circular resolution, it should

be based on a circular resolution made in accordance with the actual facts. Notaries who make a deed stating

the meeting's decision based on a circular decision whose contents are not in accordance with the actual

situation, or actively participate in the making of the circular decision which contains falsehood can be

subject to criminal sanctions as happened to Notary IWDW in the Denpasar District Court decision number

147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Supreme Court number 1134 K/Pid/2022. This thesis analyzes the legal

implications of circular decisions that are legally flawed against changes in limited liability company data

and analyzes the responsibility of Notaries for making deeds of statement of meeting decisions that are

legally flawed related to changes in limited liability company data. The research method used is doctrinal,

with an analytical descriptive form of research using secondary data sources. The results of the study
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concluded that the legal implications of circular decisions that are legally flawed towards changes in limited

liability company data are that the circular decision regarding changes in company data is invalid or null and

void. Notary's responsibility for making a legally defective deed related to changes in limited liability

company data can be subject to criminal sanctions for actively participating in making deeds that are not in

accordance with the actual circumstances.


